
 

 
 
 
 
 

 
 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2024 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang:  a.   bahwa teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi telah 

disesuaikan dalam penggunaan aplikasi yang selaras dengan 
teknis pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai 
dengan pelaksanaan teknis pengendalian gratifikasi sehingga 
perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi; 
 

Mengingat:    1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 182); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 753);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 
BIROKRASI. 

 
Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  
 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2024 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

Œ 

 
  ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal               Д 
 
PLT.DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
Ѽ 

 
ASEP N. MULYANA 

 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR    Ж 
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